GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR %Y TAHUN 2023
TENTANG

ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Penanggulangan Malaria, dalam rangka
penanggulangan malaria, Pemerintah Daerah
Kalimantan Barat bertanggung jawab menetapkan
Kebijakan Penanggulangan Malaria sesuai dengan
kebijakan Nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Eliminasi Malaria di
Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun
1984, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3273);

. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842);
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4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
2022 Nomor 590);

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun
2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita
Negara 2022 Nomor 978);

11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2008 Nomor 10);
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Menetapkan

12.Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimatan Barat Tahun

2021 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ELIMINASI
MALARIA DI DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan
Barat.

4. Dinas adalah Perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

5. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai
penularan Malaria setempat pada manusia di
wilayah tertentu secara berkesinambungan guna
menekan angka penyakit serendah mungkin agar
tidak menjadi masalah kesehatan.

6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik
dan terorganisir mencakup penyadaran,
rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi untuk
melancarkan aksi dengan target terjadinya
perubahan kebijakan melalui penggalangan dari
berbagai pihak.

7. Bvaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil
kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu

tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
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Gebrak Malaria yang selanjutnya disingkat GM
adalah gerakan nasional seluruh komponen
masyarakat untuk memberantas malaria secara
intensif melalui kemitraan antara, dunia usaha,
lembaga swadaya dan badan internasional serta
penyandang dana.

Kasus indigenous adalah kasus yang berasal dari
penularan di wilayah setempat.

Slide Positive Rate yang selanjutnya disingkat SPR
adalah prosentase jumlah sediaan darah positif
terhadap jumlah sediaan darah yang diperiksa.
Annual Parasite Incidence yang selanjutnya disingkat
API adalah jumlah kasus positif malaria dalam satu
tahun per 1000 penduduk (tengah tahun) di suatu
wilayah tertentu.

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB
adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya
kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna
secara epidemologis di suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat
menjurus untuk terjadinya wabah.

Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama
antara dua atau lebih pihak yang berkerjasama
untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai
kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang
kesehatan, saling mempercapai, berbagai
pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk
program kesehatan, memperoleh Kkeuntungan
bersama dari kegiatan yang dilakukan.

Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan
interelasi.

Pos Malaria Desa yang selanjutnya disingkat
Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat
dalam pencegahan dan penanggulangan malaria
yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat

secara mandiri dan berkelanjutan.
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(2) sasaran intervensi kegiatan dalam Tahap Pra
Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah fokus aktif yaitu lokasi yang masih terjadi

penularan di Daerah yang akan dieliminasi.

Pasal 10
(1) tahap eliminasi sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c dilakukan untuk menghilangkan
fokus aktif dan menghentikan penularan malaria di
Daerah, minimal kabupaten/kota, sehingga pada
akhir tahap tersebut tidak ditemukan lagi atau nol

pada Kasus Indigenous.

Pasal 11
(1) tahap pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya
pencegahan penularan kasus di Daerah yang telah
mendapat sertifikat Eliminasi Malaria untuk

mempertahankan status bebas malaria.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA,
CIVIL SOCIETY DAN LEMBAGA DONOR
Pasal 12
Pemerintah Daerah melakukan langkah pro aktif dan
responsif serta membangun jejaring kerja dan
Kemitraan dengan stakeholder guna melakukan upaya

pengendalian malaria dalam rangka Eliminasi Malaria.

Pasal 13
(1) Peran Pemerintah Daerah dalam rangka Eliminasi
Malaria meliputi :

a. memberikan asistensi dan advokasi kepada

pemerintah kabupaten/kota, lembaga legislatif,
serta instansi sektor mengenai strategi dan

kebijakan yang akan ditempuh dalam Eliminasi
Malaria;

KARO PERANGKAT DAERAH
HURKUM PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA

=LV @

\













